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Abstrak 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah peristiwa umum yang terjadi di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan 

PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis 

mekanisme jaminan atas pemberian pesangon terhadap karyawan yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja 

dan menganalisis tingkat kepatuhan perusahaan dalam memberikan pesangon terhadap karyawan yang 

terdampak Pemutusan Hubungan Kerja dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian 

menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di Indonesia yang mengangkat kasus Pemutusan 

Hubungan Kerja massal yang terjadi di Shopee Indonesia. PHK yang dilakukan oleh perusahaan ini berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, termasuk pada pesangon yang 

didapatkan pekerja yang terdampak PHK. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan 

mengenai PHK sudah cukup baik meskipun tetap ada upaya-upaya untuk terus mengawali isu tersebut. 

Kata kunci : Ketenagakerjaan, pesangon 

Abstract 

Termination of Employment  is a common event that occurs in the employment sector. The provisions for layoffs 

are regulated in Law Number 13 of 2003. This research aims to analyze the guarantee mechanism for providing 

severance pay to employees affected by termination of employment and analyze the level of company 

compliance in providing severance pay to employees affected by termination of employment using normative 

juridical methods. The results of the research explain the termination of employment relations that occurred in 

Indonesia, which highlights the case of mass termination of employment relations that occurred at Shopee 

Indonesia. The layoffs carried out by this company went well and in accordance with the laws in force in 

Indonesia, including the severance pay received by workers affected by the layoffs. Based on this, it can be 

concluded that the implementation of the rules regarding layoffs is quite good, although there are still efforts to 

continue to address this issue. 
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PENDAHULUAN 

Fenomena pemutusan hubungan kerja atau sering dikenal dengan singkatan PHK adalah 

peristiwa yang sangat umum dijumpai dan alasan dibaliknya pun beragam. Fenomena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) adalah proses yang dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan 

ekonomi yang signifikan bagi karyawan yang terkena dampaknya. Dalam menghadapi situasi ini, 

pemberian pesangon menjadi salah satu mekanisme dan parameter yang sudah diatur dalam peraturan 

ketenagakerjaan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan yang kehilangan pekerjaan. 

Pesangon tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial semata, tetapi juga sebagai bentuk 

pengakuan terhadap kontribusi serta apresiasi terhadap karyawan selama bekerja di perusahaan. 

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

mencakup pemutusan hubungan kerja yang berlaku pada seluruh  badan usaha, baik yang berbadan 

hukum maupun tidak. Ketentuan ini berlaku untuk usaha milik perseorangan ataupun kemitraan, baik 

yang dimiliki oleh pihak swasta maupun negara, termasuk usaha-usaha sosial dan jenis usaha lain 

yang memiliki pengelola serta mempekerjakan orang dengan memberikan upah setiap bulannya yang 
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dibayarkan menggunakan mata uang Rupiah.  Maka pemberian pesangon atau imbalan dalam bentuk 

lain yang dapat menunjang  karier dan produktivitas karyawan di tempat dan kesempatan selanjutnya 

sudah seharusnya didapatkan karyawan yang terdampak PHK.  

Shopee Indonesia adalah salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang 

aplikasi e-commerce/toko daring penyedia layanan transaksi daring. Kebijakan Shopee Indonesia 

melakukan PHK massal dalam gelombang waktu kurang lebih enam (6) bulan di tahun 2022. Alasan 

Shopee Indonesia melakukan PHK Massal ini dikarenakan kondisi ekonomi global yang menuntut 

Shopee Indonesia agar lebih cepat beradaptasi dan mengevaluasi prioritas menjadi lebih efisien. 

Shopee Indonesia melakukan PHK massal sebagai bagian dari strategi restrukturisasi untuk 

menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Tentu dengan adanya keputusan Shopee 

Indonesia PHK massal ini menimbulkan berbagai reaksi dari karyawan, serikat pekerja, dan 

masyarakat luas. 

Fakta-fakta mengingat besarnya skala PHK dan dampak yang diakibatkan, penting untuk 

menganalisis bagaimana Shopee Indonesia mengimplementasikan kebijakan pemberian pesangon dan 

bagaimana kebijakan tersebut mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat itu. 

Dalam konteks PHK massal yang dilakukan oleh Shopee Indonesia pada tahun 2022 lalu didasarkan 

pada Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang memungkinkan perusahaan melakukan PHK demi 

efisiensi. Namun dibalik itu mengakibatkan banyak pekerja yang terkena dampak seperti menghadapi 

ketidakpastian ekonomi dan sosial akibat kehilangan pekerjaan mereka. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai PHK 

Massal yang dilakukan suatu perusahaan serta praktek pemberian pesangon di perusahaan besar dan 

menyarankan perbaikan kebijakan untuk melindungi hak-hak karyawan  yang membangun dan 

mendukung perjalanan karier mereka di masa depan. 

 

METODE PENELITIAN 

            Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Normative yang dimana artinya adalah 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Jenis 

penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang 

ketenagakerjaan serta menganalisis konsep hukum, sumber bahan hukum yang digunakan dalam 

jurnal terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan dalam 

menganalisis bahan hukum menggunakan teknik evaluasi, teknik deskriptif, dan teknik argumentasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan Jaminan Pemberian Pesangon Terhadap Karyawan Yang Terdampak Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK)  

Perusahaan merupakan sebuah badan yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi seseorang. 

Dalam praktiknya sebuah perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan pegawainya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait 

dengan karyawan adalah Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-

undang tersebut mengatur beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh sebuah perusahaan kepada 

pegawainya. Salah satu hal krusial yang perlu diatur adalah sebuah jaminan jika seorang karyawan 

diputus  hubungan kerjanya.  

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan kejadian yang tidak jarang terjadi dalam dunia 

kerja dan seringkali menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi para pekerja yang 

terlibat. PHK dapat terjadi karena berbagai alasan, mulai dari restrukturisasi perusahaan, penurunan 

kinerja, hingga alasan ekonomi. Dalam konteks ini, jaminan pemberian pesangon kepada karyawan 

yang di-PHK menjadi sebuah mekanisme yang krusial untuk memberikan perlindungan dan 

kesejahteraan kepada para pekerja yang terkena dampaknya. Pada dasarnya Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) sendiri memiliki beberapa jenis, antara lain :  

1) Pemutusan Kontrak Kerja atas Dasar Hukum; 

Pemutusan kontrak kerja bisa terjadi jika seorang pekerja meninggal dunia atau jika masa berlaku 

kontrak kerja telah habis. Dalam kasus ini, surat pemutusan kerja tidak diperlukan karena 

hubungan kerja secara otomatis terputus secara hukum karena situasi yang terjadi. 

2) Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak; 
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Meskipun pemutusan hubungan kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

perusahaan tetap memiliki wewenang untuk mengakhiri hubungan kerja secara sepihak. Biasanya 

hal ini terjadi akibat pelanggaran terhadap kontrak kerja. Bahkan, pengunduran diri seorang 

karyawan pun dapat dianggap sebagai pemutusan hubungan kerja tunggal pihak. Singkatnya, jenis 

pemutusan ini terjadi ketika salah satu pihak, baik perusahaan maupun karyawan, 

menginginkannya. 

3) Pemutusan Hubungan Kerja karena Keadaan Khusus; 

Terdapat beberapa kondisi khusus yang bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Sebagai 

contoh, ketika seorang karyawan sakit dalam jangka waktu yang lama, saat terjadi restrukturisasi 

perusahaan, saat perusahaan mengalami kebangkrutan, atau ketika perusahaan mengalami kerugian 

secara berkelanjutan. 

4) Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Serius 

Meskipun sebuah perusahaan tidak bisa sembarangan memutuskan hubungan kerja setiap kali 

terjadi kesalahan, namun jika kesalahan tersebut termasuk dalam kategori serius, maka pemutusan 

hubungan kerja bisa dilakukan. Contohnya adalah kasus penipuan, penggelapan dana, pelecehan 

terhadap rekan kerja, atau bahkan tindakan peretasan data rahasia perusahaan. 

Pemberian pesangon kepada karyawan yang di-PHK merupakan salah satu upaya untuk 

memberikan kompensasi atas kehilangan pekerjaan yang tidak terduga, serta untuk membantu para 

pekerja dalam mengatasi tantangan keuangan yang mungkin timbul akibat pemutusan hubungan kerja 

tersebut. Selain itu, jaminan pesangon juga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sosial 

dan ekonomi, dengan memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja yang telah memberikan 

kontribusi bagi perusahaan. Dalam hal ini tentunya sebuah perusahaan haruslah memperhatikan 

syarat-syarat dalam pelaksanaan jaminan pemberian pesangon terhadap karyawan yang terdampak 

PHK. Dasar hukum dalam pengaturan PHK di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan.  

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan wajib 

memberikan pesangon kepada karyawan yang terdampak PHK. Pasal 150 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengusaha yang memutuskan hubungan kerja wajib membayar 

uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Pasal 156 ayat (1) 

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib 

membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang 

seharusnya diterima. Dalam hal ini sebuah perjanjian kerja akan dinyatakan selesai ketika sudah 

berada pada posisi, sebagai berikut :  

1) Tenaga kerja meninggal; 

2) Masa kontrak kerja selesai dan tidak lagi diperpanjang; 

3) Terbitnya keputusan pengadilan atau ketetapan lembaga persengketaan hubungan industrial 

dengan memiliki status hukum yang tetap (inkracht); 

4) Terdapat pasal dalam perjanjian yang mengatur tentang perjanjian kerja yang selesai dan telah 

disepakati oleh kedua belah pihak.  

Selain adanya situasi dan kondisi terkait dengan pemutusan hubungan kerja, dalam Pasal 153 

Undang-Undang Ketenagakerjaan perusahaan dilarang mem-PHK pegawainya dengan beberapa 

keadaan, sebagai berikut :  

1. Karyawan yang absen dalam bekerja atau berhalangan hadir disebabkan menderita sakit dilengkapi 

bukti medis berupa surat keterangan dari dokter yang menyatakan karyawan tersebut sakit dan 

memerlukan perawatan dan tidak terjadi dalam kurun 12 bulan secara berurutan;  

2. Karyawan yang sedang memenuhi panggilan (kewajiban) bela negara; 

3. Karyawan yang sedang menunaikan ibadah sesuai dengan perintah agamanya; 

4. Karyawan yang sedang cuti karena sedang melangsungkan pernikahan; 

5. Karyawan wanita yang sedang menjalani masa hamil, persalinan, menyusui anaknya atau saat 

sedang mengalami keguguran; 

6. Karyawan yang sedang menjadi delegasi dalam kepengurusan perserikatan kerja (ikatan buruh); 

7. Karyawan Satu kantor, satu perusahaan dengan pasangan ataupun anggota keluarga lain; 

8. Karyawan yang melaporkan pemilik perusahaannya kepada pihak polisi karena telah melakukan 

pelanggaran hukum dan tindak pidana; 
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9. Pemahaman yang berbeda terkait dengan SARA (suku, agama, rasialis, dan agama); 

10. Karyawan yang mengalami kecelakaan atau kecacatan berat (permanen).  

Dalam hal ini perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan 

alasan-alasan, antara lain :  

1. Alasan Ekonomi. Keadaan ini terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga 

tidak mampu lagi membayar pekerja; 

2. Alasan Efisiensi. Sebuah Perusahaan melakukan efisiensi untuk meningkatkan produktivitas dan 

daya saing perusahaannya; 

3. Alasan Teknis. Perusahaan mengalami perubahan teknologi atau proses produksi yang 

mengharuskan pengurangan jumlah pekerja; 

4. Alasan Force Majeure. Terjadi peristiwa yang tidak terduga dan di luar kendali perusahaan, seperti 

bencana alam, kebakaran, atau kerusuhan; 

5. Alasan pelanggaran disiplin. Alasan ini terjadi jika pekerja melakukan pelanggaran disiplin yang 

berat dan berulang kali;  

6. Alasan Putusan Pengadilan. Putusan pengadilan terjadi ketika seorang Pekerja dihukum penjara 

karena melakukan tindak pidana. 

Contoh dari perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawannya sesuai dengan alasan-

alasan diatas adalah perusahaan startup Shopee. Shopee kembali melakukan PHK kepada 

karyawannya dengan alasan efisiensi pada tahun 2023. Sebelumnya, Shopee pernah melakukan PHK 

kepada karyawannya pada September 2022 karena adanya alasan ekonomi global yang tak menentu 

menyebabkan Shopee perlu beradaptasi kembali dan berevaluasi terhadap bisnisnya. 

Sebuah perusahaan harus memberikan pesangon atau kompensasi kepada karyawan yang 

terdampak oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Seorang pekerja/buruh yang diPHK mempunyai 

hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan hak-hak lainnya. 

Perusahaan wajib memberitahukan PHK kepada karyawan secara tertulis 14 hari sebelum tanggal 

PHK. Setelah adanya pemberitahuan PHK seorang karyawan dapat mengajukan perundingan kepada 

perusahaan hingga mencapai kesepakatan terkait dengan pesangon yang akan diberikan. Proses 

terakhir setelah perundingan atau mediasi adalah pembayaran pesangon oleh perusahaan kepada 

karyawan sesuai dengan tanggal karyawan tersebut di PHK.  

 

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perusahaan Dalam Memberikan Pesangon Terhadap 

Karyawan Yang Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  

Keputusan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan oleh perusahaan bukanlah suatu hal 

yang mudah untuk dilakukan dan tentunya keputusan tersebut sudah penuh akan pertimbangan. 

Karyawan yang masih tetap berada di perusahaan tersebut dan tidak terkena pengurangan karyawan 

(layoff) harus memiliki rasa bersyukur karena tetap dipertahankan oleh perusahaan. Mereka yang 

kurang beruntung harus menghadapi situasi yang tidak menguntungkan berupa pemutusan hubungan 

kerja tersebut. Dampak dari pemutusan hubungan kerja bukan sekedar berhenti dalam pekerjaan yang 

sudah dilakukan dalam keseharian karyawan, namun juga berpengaruh terhadap kehidupan pribadi 

seperti dampak psikologis, kehidupan sosial, kesehatan keluarga, perencanaan karir kedepannya, serta 

berhentinya bonus dan tunjangan yang kerap didapatkan para karyawan dari sebuah perusahaan. 

Sebuah perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang 

bekerja di perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak milik karyawan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.  

Pada beberapa kasus yang ada di Indonesia, hal ini seringkali dianggap sepele oleh 

perusahaan, tidak dipatuhi, dan bahkan semena-mena terhadap mantan karyawan perusahaan yang 

terdampak pemutusan hubungan kerja tersebut. Kurangnya perhatian khusus dari pihak eksternal, 

termasuk pemerintah, menjadi salah satu penyebab lalainya pertanggungjawaban ini. Hal ini dapat 

menimbulkan berbagai masalah, seperti tuntutan hukum dari karyawan, kerusakan citra perusahaan, 

dan gangguan stabilitas ketenagakerjaan. Maka dari itu, perusahaan harus mendapatkan peninjauan 

dan pengawasan lebih lanjut terkait terlaksananya pemenuhan hak-hak karyawan yang terdampak 

pemutusan hubungan kerja. Kepatuhan perusahaan dalam memberikan pesangon terhadap para 

karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja merupakan cerminan bagaimana etika 

perusahaan tersebut dalam memanusiakan para karyawannya sehingga harus serta merta untuk selalu 

ditingkatkan. 
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Pada kenyataannya berbagai upaya dapat dilakukan untuk menciptakan situasi dalam 

perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan turut mempertahankan etika moral 

antar manusia. Hal ini bergantung kepada sumber daya manusia di perusahaan tersebut yang memiliki 

inisiasi untuk berperilaku berbanding lurus dengan norma yang ada. Beberapa upaya dapat dilakukan 

oleh internal perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan dalam memberikan pesangon kepada 

karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja, diantaranya adalah sebagai berikut. 

Pertama, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah 

dijelaskan pada pembahasan pertama, perusahaan harus memahami dengan baik peraturan perundang-

undangan terkait pesangon. Perusahaan perlu memahami hak dan kewajiban karyawan yang terkena 

pemutusan hubungan kerja, serta besaran pesangon yang harus dibayarkan. Kedua, perusahaan perlu 

memiliki kebijakan internal yang jelas tentang pemutusan hubungan kerja yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh 

karyawan. Ketiga, perusahaan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada karyawan tentang 

kesadaran hukum akan hak-hak mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau 

penyebaran informasi melalui media internal perusahaan. Selanjutnya, perusahaan juga perlu 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan internal terkait PHK dan 

pemberian pesangon. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam memberikan pesangon kepada karyawan yang 

terkena PHK merupakan isu penting dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Berikut adalah beberapa 

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut: 

1. Penguatan Penegakan Hukum 

2. Melakukan Inspeksi dan Penegakan Hukum: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu melakukan inspeksi rutin terhadap perusahaan untuk 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, termasuk terkait pemberian pesangon. 

3. Menindak Tegas Pelanggar: Penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar 

peraturan ketenagakerjaan, termasuk terkait pemberian pesangon, perlu dilakukan. Hal ini dapat 

berupa sanksi administratif maupun pidana. 

Peningkatan Peran Serta Serikat Pekerja dengan memperkuat Peran Serikat Pekerja dalam 

mengawasi dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan, termasuk 

terkait pemberian pesangon. Serikat pekerja juga perlu membangun negosiasi yang efektif dengan 

perusahaan untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Kapasitas serikat pekerja dalam memahami 

peraturan ketenagakerjaan pun perlu ditingkatkan. 

Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dengan memperkuat Peran Lembaga 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja (P2HK) dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan, 

termasuk terkait pesangon, perlu diperkuat dan perlunya pembuatan mekanisme penyelesaian 

sengketa ketenagakerjaan yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah. 

Dengan menerapkan upaya-upaya di atas, perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan dalam 

memberikan pesangon kepada karyawan yang terkena PHK. Hal ini tidak hanya akan membantu 

perusahaan untuk menghindari masalah hukum, tetapi juga dapat membantu membangun citra 

perusahaan yang positif dan bertanggung jawab. Selain upaya-upaya di atas, perusahaan juga dapat 

mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan serikat pekerja atau lembaga terkait lainnya dalam 

proses PHK. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa hak-hak karyawan terlindungi dengan baik 

dan proses PHK berjalan dengan lancar. 

Sejalan dengan hal tersebut, pada kasus yang terjadi di perusahaan Shopee Indonesia pun 

merupakan keputusan yang sulit yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi 

operasional dan mereka telah mengusahakan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. 

Perusahaan memastikan bahwa karyawan yang terdampak akan terus mendapatkan dukungan dari 

Shopee untuk proses selanjutnya setelah pengumuman pemutusan hubungan kerja. 

Proses yang dilakukan telah mengikuti perundang-undangan dengan masa pemberitahuan 14 

hari kerja sebelum hari kerja terakhir. Pihak Shopee Indonesia juga melanjutkan bahwa karyawan 

yang terkena dampak penyesuaian ini juga akan mendapatkan pesangon sesuai dengan aturan yang 

berlaku, ditambah dengan 1 bulan gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan Muslim. 

Seluruh karyawan yang terkena dampak tersebut juga masih dapat memanfaatkan asuransi kesehatan 

yang diberikan perusahaan hingga 3 bulan setelah hari kerja terakhir. Sebelumnya, pada tahun 2022 
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tepatnya bulan September, Shopee Indonesia juga pernah melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap kurang lebih 180 karyawan. Alasan yang digunakan pada keputusan kala itu adalah 

perusahaan melakukannya karena kondisi ekonomi global yang tidak menentu, sehingga perusahaan 

dituntut untuk lebih cepat beradaptasi dan harus mengevaluasi prioritas bisnis agar menjadi lebih 

efisien. Keputusan tersebut merupakan langkah terakhir yang cukup sulit untuk ditempuh oleh Shopee 

Indonesia. 

Maka dari itu, kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan oleh perusahaan Shopee Indonesia terhadap para karyawannya, sudah dijalankan dengan 

cukup baik. Kepatuhan perusahaan dalam memberikan pesangon terhadap karyawan yang terdampak 

pemutusan hubungan kerja memang sepatutnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan yang 

telah disepakati bersama antara perusahaan dengan karyawan.  

Dengan demikian, upaya-upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam memberikan 

pesangon terhadap karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja seperti yang sudah 

disebutkan di atas perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan 

kepatuhan perusahaan dalam memberikan pesangon kepada karyawan yang terkena PHK. Hal ini 

penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Selain upaya-upaya di 

atas, perlu juga dilakukan upaya preventif untuk meminimalkan terjadinya PHK, seperti dengan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas 

pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. 

 

SIMPULAN  

Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK merupakan fenomena yang marak terjadi di dalam 

lingkup ketenagakerjaan. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, Pemutusan Hubungan Kerja 

sendiri diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Terjadinya PHK pada karyawan tentu 

berdampak besar bagi kehidupannya, khususnya pada aspek ekonomi. Maka dari itu setiap kali 

karyawan dikenakan PHK, maka sudah seharusnya pengusaha tersebut memberikan pesangon sebagai 

bentuk pemberian perlindungan dan kesejahteraan akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut. 

Setiap pekerja yang dikenakan PHK mempunyai hak atas pesangon, uang penghargaan kerja, uang 

penggantian hak, dan beberapa hak lainnya. Pemberlakuan PHK pun memiliki tata cara yang baik, 

yaitu perusahaan tersebut wajib memberitahukan PHK pada karyawan secara tertulis dari 14 hari 

sebelum tanggal PHK, setelah itu pekerja berhak mengajukan perundingan kepada perusahaan terkait 

pesangon yang didapatkannya, setelah itu perusahaan wajib membayar pesangon kepada karyawan 

tersebut sesuai dengan tanggal PHK diberlakukan.  

Pada Pasal 153 UU Ketenagakerjaan mengatur tentang larangan perusahaan mem-PHK 

karyawan, begitu pula dengan alasan-alasan diperbolehkan pemberlakuan Pemutusan Hubungan 

Kerja. Penelitian kali ini berfokus pada kasus PHK massal di Shopee Indonesia pada tahun 2023. 

Alasan Shopee melakukan PHK pada karyawannya karena alasan ekonomi global. Oleh karena itu 

PHK yang dilakukan Shopee Indonesia sudah dijalankan dengan benar. 

 

SARAN 

Adanya Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia perlu dikawal dengan baik 

pengimplementasiannya. Pemberlakuan PHK beresiko tinggi melanggar aturan-aturan yang berlaku. 

Meskipun begitu, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh para serikat untuk terus 

mengawal isu PHK dengan baik dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Upaya tersebut antara lain 

memperkuat perannya, membangun negosiasi efektif, dan meningkatkan kapasitas serikat pekerja, 

sedangkan bagi penegak hukum yaitu melakukan inspeksi, menindak tegas pelanggar, dan 

meningkatkan kesadaran hukum.  
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